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[bookmark: _heading=h.4jn1cby7bqna]KATA PENGANTAR

[bookmark: _Hlk233295825]Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT dan rahmat-Nya, sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat disusun dengan baik. 
Dokumen ini bertujuan menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja yang sistematis, guna memastikan tanggung jawab Koordinator Divisi pengampu yaitu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa berjalan sesuai dengan rencana strategis Bawaslu 2025 - 2029.
Dokumen Indikator Kinerja Utama ini juga akan menjadi indikator ketercapaian dan serta mengukur sejauh mana realisasi kinerja yang dihasilkan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
Semoga dengan adanya Dokumen Indikator Kinerja Utama pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini semakin memperkuat tata kelola program dan lembaga yang telah dicanangkan sebelumnya serta memberikan semangat kerja-kerja pengawasan bagi seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Karanganyar.


	Karanganyar, 2 Januari 2026
Bawaslu Kabupaten Karanganyar 
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

	



Dini Tri Winaryani S.Sos
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[bookmark: _heading=h.3e5gfc1c8twl]BAB I 
PENDAHULUAN

1. [bookmark: _heading=h.veo3rgyezhtd]Latar Belakang 
Dalam rangka memperkuat efektivitas pencegahan, pengawasan dan penyelesaian sengketa proses pemilu, kepastian hukum dan pemberian advokasi yang berkeadilan di Bawaslu Kabupaten Semarang perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menciptakan tatakelola  lembaga yang lebih akurat, transparan dan akuntabel. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang melalui Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa memiliki peran penting dalam memberikan telaah hukum yang komprehensif, memfasilitasi proses penyelesaian sengketa proses pemilu baik melalui musyawarah acara cepat, mediasi maupun ajudikasi untuk memastikan terwujudnya keadilan dan kepastan hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan sistem evaluasi kinerja yang mampu mengukur secara obyektif pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Koordinator Divisi ini.
Penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengukuran kinerja yang terarah dan terukur, selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). IKU yang disusun secara sistematis akan memastikan bahwa fungsi pemberian telaah dan advokasi hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa proses pemilu, serta pendokumentasian informasi hukum berjalan efektif dalam mendukung pengawasan pemilu yang berintegritas.
Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa memiliki karakteristik tugas yang menitikberatkan pada analisis yuridis, kepastian hukum, dan penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Pelaksanaan tugas hukum dan penyelesaian sengketa membutuhkan strategi yang berbasis pada pemahaman regulasi yang komprehensif, kemampuan analisis hukum yang sistematis, serta kecermatan dalam proses proses penyelesaian sengketa proses pemilu mulai darai penerimaan permohonan, musyawarah acara cepat, mediasi maupun ajudikasi. Di sisi lain, fungsi pendampingan dan advokasi hukum memerlukan pendekatan yang obyektif dan imparsial, sedangkan fungsi pengelolaan informasi hukum menuntut penyusunan legal drafting yang akurat dan pengelolaan dokumentasi hukum yang transparan. Oleh karena itu, indikator kinerja yang komprehensif harus mampu mengukur kualitas telaah hukum, efektivitas fasilitasi penyelesaian sengketa proses pemilu, ketepatan penyusunan produk hukum lembaga, serta responsivitas terhadap isu-isu hukum strategis.
Indikator Kinerja Utama yang dirancang juga menjadi instrumen penting dalam mendukung sistem reward and punishment yang objektif dan transparan. Melalui evaluasi berbasis indikator yang jelas, capaian kinerja dapat dipetakan secara rasional, area yang memerlukan penguatan dapat diidentifikasi, serta inovasi dalam strategi pencegahan dan komunikasi publik dapat terus dikembangkan. Hal ini akan mendorong profesionalitas Koordinator Divisi dalam menjalankan fungsi strategisnya.
Selain itu, dinamika sosial dan politik dalam setiap tahapan pemilu menuntut fleksibilitas dan kecepatan adaptasi. Perkembangan teknologi informasi, perubahan pola komunikasi masyarakat, serta potensi munculnya isu-isu strategis memerlukan indikator kinerja yang tidak hanya terukur, tetapi juga adaptif terhadap perubahan situasi. Oleh karena itu, penyusunan dokumen IKU ini mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang guna memastikan keberlanjutan efektivitas telaah dan kajian hukum, penegakan hukum, advokasi hukum serta  penyelesaian sengketa proses pemilu. 
Dengan tersusunnya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang mampu mengoptimalkan kualitas analisis yuridis dan penegakan hukum, memastikan penyelesaian sengketa proses pemilu yang adil dan transparan, serta memperkuat advokasi hukum kelembagaan yang kredibel sekaligus mewujudkan tata kelola dokumentasi informasi hukum yang akuntabel. Pada akhirnya, hal tersebut akan berkontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas di Kabupaten Semarang.





2. [bookmark: _heading=h.ag2yek4auehr]Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Pertuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

3. [bookmark: _heading=h.yb5hotmyyhzk]Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk:
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan dalam Ranah Hukum
Menyediakan alat ukur yang jelas, terstruktur, dan objektif untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar secara konsisten, sehingga setiap pelaksanaan pemberian telaah hukum, proses penyelesaian sengketa proses pemilu mulai dari penerimaan permohonan penyelesaian sengketa, musyawarah acara cepat, mediasi dan ajudikasi, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan.
2. Mendukung Pencapaian Tujuan Strategis Penegakan Hukum Pemilu
Memastikan bahwa seluruh kegiatan advokasi kelembagaan, penanganan dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta penyusunan produk hukum selaras dengan tujuan strategis Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan penegakan keadilan pemilu yang berkepastian hukum, adil, dan berintegritas.
3. Menyediakan Dasar Evaluasi yang Objektif dan Terukur Berbasis Yuridis
Mengembangkan sistem evaluasi berbasis indikator yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif, seperti ketajaman analisis yuridis, tingkat penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkeadilan, kelengkapan dan validitas tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta responsivitas penanganan sengketa, sehingga proses penilaian kinerja dapat dilakukan secara transparan dan adil.
4. Mendorong Peningkatan Kualitas Analisis Hukum dan Keadilan Restoratif
Memberikan pedoman untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan penyusunan legal drafting serta proses musyawarah penyelesaian sengketa, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan, peningkatan kapasitas penalaran hukum yang sistematis bagi jajaran pengawas, serta penguatan posisi hukum lembaga dalam menghadapi sengketa pemilu.
5. Memperkuat Tata Kelola Dokumentasi Hukum dan Advokasi Kelembagaan 
[bookmark: _Hlk233295076]Menjamin bahwa pengelolaan produk hukum dan JDIH Bawaslu dilakukan secara tertib, akurat, profesional, dan mudah diakses, guna membangun kepercayaan publik terhadap kepastian informasi hukum dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sekaligus memperkuat kesiapan advokasi lembaga secara optimal sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Fleksibilitas dan Adaptasi terhadap Dinamika Hukum Kepemiluan
Menyusun indikator yang adaptif terhadap dinamika peraturan perundang-undangan, perubahan tahapan pemilu, serta tren sengketa yang muncul, sehingga Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar mampu memberikan kepastian hukum yang cepat dan tepat, salah satunya melalui penerapan metode analisis hukum yang terstruktur seperti Issue, Rule, Analysis, Conclusion (IRAC) dalam merespons permasalahan dan tantangan hukum yang berkembang.
7. Evaluasi Luar Tahapan
Indikator Kinerja Utama ini dapat menjadi pedoman yang jelas untuk megevaluasi kinerja divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa baik pada saat masa tahapan pemilu maupun diluar tahapan pemilu. 
Dengan adanya evaluasi ini dapat terlihat jelas prosentase produk hukum, kajian hukum, produk hukum yang tersosialisasikan, indeks kepatuhan penyusunan produk hukum, proseentase permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan proses penyelesaiannya dan tingkat partisipasi parati politik dan pemangku kepentingan dalam FGD ataupun sosilalisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang
Tujuan-tujuan penyusunan Dokumen IKU yang sudah diuraikan diatas, diharapkan dapat meningkatkan kualitas analisis yuridis dan telaah hukum, mewujudkan penyelesaian sengketa proses pemilu yang adil dan transparan, serta memperkuat advokasi hukum kelembagaan yang kredibel. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam menegakkan keadilan pemilu secara profesional, transparan, dan berintegritas.
4. [bookmark: _heading=h.fn7o2l333mr1]Tugas dan Fungsi
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
b. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
c. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
d. Pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa antar peserta Pemilihan yang diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan yang sudah mendapatkan mandat oleh Bawaslu Kabupaten Semarang;
e. Penerimaan Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu baik penyelesaian sengkerta antar peserta pemilu maupun sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.
f. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
g. Pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
h. Sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
i. Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
j. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
k. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.
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[bookmark: _heading=h.aiza6p17u6e8]BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. [bookmark: _heading=h.9qfjn52bk2bc]Sasaran Strategis dalam Renstra
Untuk periode Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, visi yang dirumuskan adalah "Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas". Visi ini menegaskan peran penting lembaga pengawas pemilu dalam menghadirkan demokrasi yang berintegritas untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Dengan visi ini, Bawaslu tidak hanya berperan dalam mencegah, mengawasi, menangani pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu agar pemilu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga berperan aktif dalam menghadirkan demokrasi substansial.
Visi ini menegaskan komitmen Bawaslu untuk tidak hanya menjaga integritas dalam proses pemilu, tetapi juga memastikan bahwa semua peserta pemilu diperlakukan secara adil. Penekanan pada keadilan meliputi upaya penyelesaian sengketa pemilu, penanganan pelanggaran dengan tegas, serta memastikan bahwa setiap aspek pemilu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan visi ini, Bawaslu bertekad menjadi lembaga yang tidak hanya terpercaya dalam pengawasan, tetapi juga dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat akan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Dengan visi "Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas," Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2026 dirumuskan dengan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik;
3. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil.
Misi ini dirancang untuk mendukung visi kelembagaan Bawaslu sebagai pengawas dan penegak keadilan pemilu yang tepercaya, dengan fokus pada peningkatan integritas, keadilan, inovasi, partisipasi masyarakat, kualitas regulasi, dan pengembangan kapasitas lembaga. Dalam rangka mewujudkan visi "Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas" di wilayah Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar merumuskan sasaran strategis pelaksanaannya. Sasaran strategis Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan untuk memastikan efektivitas pengawasan, pencegahan, dan penegakan keadilan pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah penjabaran tujuan sebagai berikut::
1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
Dengan sasaran-sasaran strategis ini, Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk mencapai visi sebagai lembaga pengawas dan penegak keadilan pemilu yang terpercaya, menghadapi tantangan yang ada, dan meningkatkan kualitas serta efektivitas tugas pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu.

B. [bookmark: _heading=h.vbr2t1fku7jg]Perjanjian Kinerja
Dalam dokumen Indikator Kinerja Utama ini telah ditetapkan sebagaimana pada bagian lampiran sejumlah 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
[bookmark: _heading=h.iuumt866xwe8]BAB III 
PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan penegakan keadilan pemilu dan tata kelola hukum yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. IKU yang telah dirumuskan menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi seluruh program advokasi kelembagaan, penyusunan produk hukum, serta fasilitasi penyelesaian sengketa secara terarah dan terukur.
Keberadaan IKU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas. Melalui indikator yang jelas, terukur, dan relevan dengan sasaran strategis Bawaslu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar diharapkan mampu memastikan kualitas penyusunan produk dan telaah hukum, efektivitas fasilitasi penyelesaian sengketa proses pemilu, serta pelaksanaan advokasi kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja, termasuk dalam pelaksanaan sistem evaluasi berbasis capaian serta mekanisme reward and punishment yang objektif. Dengan demikian, setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan hubungan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Kedepan, IKU ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan regulasi, dinamika tahapan pemilu, serta kebutuhan strategis kelembagaan. Evaluasi berkala terhadap indikator dan capaian kinerja menjadi bagian penting untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan fungsi divisi dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses pemilu. 
Dengan tersusunnya Dokumen IKU ini, diharapkan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bawaslu Kabupaten Karanganyar semakin optimal dalam menjalankan peran strategisnya, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis di Kabupaten Karanganyar.
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PERJANJIAN KINERJA 
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
	Nama
	
	: Dini Tri Winaryani, S.Sos.

	Jabatan
	
	: Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama
Nama		: Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.
Jabatan	: Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Selaku pimpinan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.
	Pihak Kedua,



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.
	Pihak Pertama,



Dini Tri  Winaryani, S.Sos.








INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Tugas : 
1. Advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
2. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
3. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
4. Pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan yang diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan yang sudah mendapatkan mandat oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
5. Penerimaan Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu baik penyelesaian sengkerta antarpeserta pemilu maupun sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.
6. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
7. Pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
8. Sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
9. Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
10. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
11. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.










	No
	Sasaran Strategis
	IKU
	Target

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	Peningkatan efektifitas
dan transparansi
Pencegahan
Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilu
maupun Penindakan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu
	Indikator Kinerja Utama 1 : Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Semarang yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dikoreksi;
	0 %

	
	
	Indikator Kinerja Utama 2 :
Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum;
	Sesuai

	
	
	Indikator Kinerja Utama 3 :
Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu;
	100 % 

	
	
	Indikator Kinerja Utama 4 :
Persentase produk hukum yang tersosialisasi;
	100 %

	
	
	Indikator Kinerja Utama 5 
Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa; 
	70 %

	
	
	Indikator Kinerja Utama 6
Persentase produk hukum yang terdokumentasi
	100 %

	
	
	Indikator Kinerja Utama 7:
Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
	5 Inovasi berupa
1. Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan; 
2. Kelas Hukum dan Sengketa Pemilu di Kampus; 
3. Konten Pengetahuan Hukum Pemilihan Umum (PHPU); 
4. Peningkatan Kapasitas SDM  



Karanganyar,   2 Januari 2026

	Pihak Kedua,



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.
	Pihak Pertama,



Dini Tri  Winaryani, S.Sos.

























INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

	Kode
	Indikator Kinerja Utama/Uraian

	IKU 1
	Persentase putusan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikoreksi;

	
	Deskripsi

	
	Jumlah putusan dan/atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dikoreksi oleh Bawaslu RI 

	
	Sumber Data

	
	Rekapitulasi Putusan dan/atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar 

	
	Cara Hitung

	
	Jumlah Putusan dan/atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dikoreksi oleh Bawaslu RI dibagi Jumlah Putusan dan/atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar​ × 100%

	IKU 2
	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum;

	
	Deskripsi

	
	Kesesuaian dengan sistematika penulisan produk hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

	
	Sumber Data

	
	Produk Hukum yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar

	
	Cara Hitung

	
	Kesesuaian sistematika penulisan produk hukum yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

	IKU 3
	Persentase laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganya yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu;

	
	Deskripsi

	
	Jumlah Penyusunan laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu

	
	Sumber Data
Jumlah laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu

	
	Cara Hitung

	
	Jumlah laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang tersusun dan dilaporkan kepada Bawaslu RI tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan laporan ​×100% 

	IKU 4
	Persentase produk hukum yang tersosialisasi;

	
	Deskripsi

	
	Produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan disosialisasikan ke dalam JDIH

	
	Sumber Data

	
	Rekapitulasi Produk hukum yang diunggah di Website JDIH

	
	Cara Hitung

	
	Jumlah Produk hukum yang diunggah di Website JDIH dibagi Total Produk Hukum yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar x 100 %

	IKU 5
	Tingkat Partisipasi Parpol dan Pemangku Kepentingan dalam FGD/Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa;

	
	Deskripsi

	
	Kehadiran Audiensi, Partai Politik dan Pemangku Kepentingan dalam kegiatan yang diselenggarakan Oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar

	
	Sumber Data

	
	Jumlah kegiatan dengan Audiensi, Partai Politik atau Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan Oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar

	
	Cara Hitung

	
	Jumlah Kehadiran Partai Politik atau Pemangku Kepentingan dibagi Jumlah kegiatan dengan Partai Politik atau Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan Oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar x 100 %

	IKU 6
	Persentase produk hukum yang terdokumentasi

	
	Deskripsi

	
	Produk hukum yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan dilakukan digitalisasi dokumen.

	
	Sumber Data

	
	Produk Hukum yang telah dilakukan digitalisasi dokumen

	
	Cara Hitung

	
	Jumlah Produk Hukum yang telah dilakukan digitalisasi dokumen dibagi keseluruhan Produk hukum yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar x 100 %





	IKU 7
	Inovasi yang menjadi kebijakan pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

	
	Deskripsi

	
	Program dan/atau kegiatan yang dibuat oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang mempunyai nilai kebaruan

	
	Sumber Data

	
	Jumlah Program dan/atau kegiatan yang dibuat oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang mempunyai nilai kebaruan

	
	Cara Hitung

	
	[bookmark: _heading=h.zd353pw8ba3h]Jumlah Keseluruhan Program dan/atau kegiatan yang dibuat oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang mempunyai nilai kebaruan
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